
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Belum Ada Kejelasan, Pengaruhi Pembangunan 

 

Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com 

PENAJAM - Forum Kontraktor Penajam Paser Utara (PPU) menyuarakan keluhan 

terkait proses lelang proyek yang bersumber dari APBD PPU Tahun Anggaran 2024. 

Mereka mempertanyakan lambatnya kejelasan hasil lelang yang hingga kini, bulan Juli 

2024, belum menunjukkan perkembangan signifikan. 

"Kami mempertanyakan progres lelang kegiatan yang sampai bulan Juli 2024 ini belum 

ada kejelasan, padahal proses mekanisme lelang memakan waktu 1,5 bulan," ungkap Eko 

Cahyo Riswanto, humas Forum Kontraktor PPU, pada hari Senin (1/7). 

Ia berhitung, karena keterlambatan ini, maka pemenang lelang proyek bisa berkontrak di 

bulan September 2024, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan 

pekerjaan, karena waktu yang sudah sempit, sementara pekerjaan konstruksi bangunan 

ada mekanisme yang memakan waktu pada pelaksanaannya secara teknis. 

Waktu yang sudah sempit, sementara pekerjaan kontruksi bangunan ada mekanisme yang 

memakan waktu pada pelaksanaannya secara teknis. 

“Belum lagi kendala nonteknis hujan, dan lainnya. Forum Kontraktor mempertanyakan 

di mana letak persoalannya sehingga proses lelang bisa molor seperti ini,” ucapnya. Hal 

ini, kata dia, akan berpengaruh pada progres pembangunan Kabupaten PPU, dan 

mengakibatkan serapan anggaran rendah. “Pertanyaan besar juga terjadi, alokasi 

anggaran murni saja serapannya rendah dan ini sudah tahapan pembahasan anggaran 

perubahan,” ujarnya. 
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Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) PPU, Irwan Ardhana, saat 

dihubungi media ini terkait keluhan Forum Kontraktor PPU, Senin (1/7), ia mengatakan, 

proses lelang masih tetap berjalan dan personel kelompok kerja (pokja) sudah ditambah. 

Penambahan itu, kata dia, disebabkan ada personel pokja yang pindah ke Otorita Ibu Kota 

Negara (OIKN), dan ada pula yang mendapatkan jabatan struktural. 

“Untuk keterlambatan tergantung dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang 

mengusulkan proses lelang makin cepat mengusulkan maka semakin cepat UKPBJ proses 

lelang. Masih ada beberapa SKPD yang masih belum selesai mengusulkan kegiatan 

proyek ke UKPBJ untuk diproses lelang,” kata Irwan Ardhana. (far) 

 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post, Belum Ada Kejelasan, Pengaruhi Pembangunan, 03/07/24 

2. kaltimpost.jawapos.com, Forum Kontraktor Pertanyakan Lelang Proyek APBD 

2024, 12/08/24 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Kontruksi, forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c 

digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat 

Jasa Konstruksi dan Pemerintah Pusat, danf atau Pemerintah Daerah. 

2. Ketentuan mengenai pendanaan kegiatan forum jasa kontruksi diatur dalam Pasal 

149 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi,  sebagai berikut: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; dan 

b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan. 

 


